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PROVINSI ITIALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR VI.A TAHUN 2025

TENTANG

KTUIA"IIBAN KEPESERTAAIT BADAII PE!reLtI{ceARAAN JAMII{AN SOSIAL
{BPJS} KESEIIATAN DALAIYI PEMBERIAII PELAYANAN PERIZINAIT

TAIIUN 20/26

Menimbang

DENGAN RAI{M-AT TUHAN YANG MAJ{A ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

a. bahwa untuk mengimplementasikan undang-undang Nomor 24
Tahun 20Ll tentang Jaminan sosiar Kesehatan adalah
merupakan hak setiap pekerja yang dframin oleh Undang-
Undang Dasar daram rangka mewujudkan kesejahteraan sosialj

b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam penyelengaraan
jaminan sosial (BPJS) kesehatan guna memberikan manfaat dan
memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dnlam
hentuk mengikutsertakan dalam program badan penyelengaraan
jaminan sosial kesehatan di Kabupaten Hahnahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimz112 dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan Bupati
tentang kewqiiban kepesertaan badan penyelenggaraan jaminan
sosial (BPJS) kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan.

1. undang-Undang Nomor 60 Tatrun 1gs8 tentang penetapan
Undang-Undang Nomor 23 darurat Tahun tgSZ tentang
Pembentukan Daerah-Daerah swatantra tingkat II dalam
wilayah daerah swatantra tingkat I Maruku menjadi undang-
Undang;

2. undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan
Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat sebagaimapa telah Di ubah Dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3- undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Hahnahera utara, Kabupaten Halrnahera selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Hatmahera Timur dal
Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;

4- undang-undang Nomor 40 rahun 2oo4 tent*lg sistem

Mengingat

Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

Publik;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun ZOO9 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OI1 tentang Badan

Penyelengaraan Jaminan Sosial;
9. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang pemerintahan

Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun ZAZZ tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;

2OO7 tentang Penanaman

2OA9 tentang Pel;ayanan
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ll.undang-undang Nomor 13 Tahun 2azz tentang perubahan
Kedua Atas urrdang-undang Nomor 12 ?ahun zan t*.rt rrgPembentukan peraturan perund ang_undangan;

12. undang-undang Nomor 20 Tahun-za2s,"i*rg aparatur sipirNegara;
13. Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2oor tentang

Pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, pemerintai
Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah rabupatenfKata;

14. Peraturan pemerintah Nomor g5 Tahun 2013 Lntang Tata caraHubungan antar kmbaga Badaa penyelengaraan Jamian
Sosial;

15. Peraturan pemerintah Nomor g6 Tahun 2013 tentang Tata cara
Pengenaan sanksi Administrasi Kepada pemberi r.rj" selain
Penyelengara Negara da, setiap oiang, selain pemblri kerja,
Pekeg'a dan penerima Bantuan Iuran dalam penyelenggara"an
Sosial;

16. Peraturan pemerintatr Nomor 111 Tahun
Perubahan atas peratuaran presiden Nomor
tentang Ja m1n6r, Kesehatan;

2013 tentang
12 ?ahun 2013

Memperhatikan

Menetapkan

17' Peraturan pemerintah Nomor s rahun 2o2r tentang
Penyelengaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

18. Peraturan presisden Nomor gr rahun 2014 tentang
Penyelengaraan pelayanan Terpadu Satu pintu;

19. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor r2o rahun 2ol|tentang perubahan atas peraturan Menteri Daram NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah;

20. Peraturan M-enteri Dalam Negeri Nomor zr rahun 2o2o tentang
Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;

21' Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun2421 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 6Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
Daerah

Z2.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2alltentang Perubahan Ketiga atas peraturan Bupati HalmaheraBarat Nomor 10 Tahun 2016 tentang struktru organisasi
Perangkat Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2a22 tentang optimalisasi
Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAIY :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TtrNTANG KtrWAJiBAN
KtrPtrSERTAAN BADAN PtrNYELtrNGGA]IqTu{ JAMINAN SOSIAL(BPJS) KESEHATAN DALAM PEMBBRIAN PELAYANAN PERIZINAN
TAHUN 20,25.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Daiam Peraruran Bupati ini yang dimaksuri dengan:1. Pemerintah Daerah aclalah penJrelenggaraan UrusalPemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi seruas-ruasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun lg41.

2. Pemerintah Daerah adarah Kepala Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin*pelaksana
uru san Peme rintahan -yang menjadi kiwenangan Daerah Otonom.
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6.

.).
4.
5.

7.

8.

Daerah adalah Kabupaten Hahnahera Barat.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Hetm4fu6ra Barat.Perangkat Daerah, 

, 
yang selanjutnya aisingr<at pD adalahperangkat daerah pada pemerintah Daerah r"oip"t n HaLnahera

P*l selaku pe-ngguna anggaran fp"rrggrrrr" il"*.Kepala Dinas penanaman lvrooar aai reray;; Terpadu satuPintu yang sel,anjutnya disingkat DpMprsp adarah perangkatDagrah pada pemerintah Kabupaten yang dibentuk dalammelaksanaksrn penanaman modat- ar, pir"v?rr"r, terpadu satupintu.
Badan Penyelenggara Jaminan sgsiar Kesehatan yang ser,anjutnyadisebut BPJS Kesehatan adatrah Badan rr"t"* publik yangdibentuk untuk menyelengarakan program ja - inan kesehatan..
fegberi kerja .g"h! .orang perseorangan, pengusaha, badanhukum atau badan .rainnya yang- mempekerj^akan tenaga kerjadengan membayar gaji, upah, 

"tau 
imuarao a"i,r* bentuk"rainnya,baik pengusaha besar, menengah, kecfl a"" p""susaha mikro,baik milik swasta atau milik n"{".a.

Pekeq'a adarah ytiag grang vang -bgkerja dengan menerima gaji,upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
Anggota. keluarga..pekerja adaLah anggota keluarga dari pekerjatermasuk suamilistri yang sah serta anak*anak bait<- "#[kandung, anak tiri, dan/atau a,ak angkat y""* "J a"ri pekerja.
Rekomendasi kepesertaan adalah surat tand,a-bukti t"arrgsotaao
atau kepeser[aan aktif BPJS kesehatan yang meliputi:a. Kepesertaan BPJS kesehatan 

-bagi 
p.*"urruo besar,

menenga}., kecil dan mikro;b. salinan bukti pembayaran iuran buran terakhir BPJSkesehatan.
Peserta adalah yetiap orang, terqagll! orang asing yang bekerjapaling singkat 6 (enam) nulan di Kabupad i;fu;heia sara{yang telah membayar iuran.
Perusahan adalah:
a' Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milikorang perseorangan, milik persekutuan, atau milik bada,hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yangmempekerjakal pekeqa/buruh dengan membayar upah atauimbalan dslem bentuk lain.
b. usaha-usaha sosiar dan usaha-usaha rrain yang mempunyaipengurus den mempekerjakan grang lain dingan membayar

upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Izin adalah i,io yang diberikan oreh pemerintah daerah kepadaperusahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakudalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, fengendarian danpengawasan.
Pelayanan perizinan adarah kegiatan atau rangkaian kegiatan
{aram rangka pemenuhan kebutirhan perayanan }..id""" sesuaidenga, peraturan gerundang-unaanga; y;g- berlaku u*s,perusahan y al:g disediakan oleh pemerirrtaf, d""rlfr.

BAB II
TUJUAN DAIT SASARAN

Pasal 2

I"jlt" kewajiban kepesertaan Badan penyeiengara Jaminansosial Kesehatan daram pemberian perayarrarr-"perizinan inimeliputi:

t. Meningkatkan kepesertaan BPJS kesehatan;b. Memberi manfaat jaminan kesehatan r.*paaa pemberi keq.a,pekerja dan ar.rsslta keluarga pekerja yang beraaa ai wilayarr
kabupaten Hatmahera Baraf.

9.

10.

11.

12.

13.
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15.
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pasal C

sasaran kewajiban kepesertaan Badan penyelenggara Jaminansosial Kesehatan d-alam pemberian p"r"y."L penztnan ada,ahpemberi kerja, pekerja-dan anggota r.ai,*gr p.r..rl'a yang berada diwilayah Kabupaten Ha lmahera-Barat.

XTPESERTAAII BPJS *'"T*Oiff #",O* PTMBERIAIT PITAYAITAIT
PERIZITAil
pasal 4

{1} setiap pemberi keq'a yang merrakukan peraohonan pengurusaram' dan/atau perpanjangan izl,- tertentu kepada DinasPenanaman Modat dan perizinan Terpadu satu pintu
{DPMPTSP}, wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BpJS
Kesehatan dari pejabat penyerenggara B.JS Kesehata, setempat;

(2) Pengurusan i'* dan/atau perpanjangan iztn tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (u Letputi pe,ayanan
perizinan ya',g diberikan oreh Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu (DpMpTSp), yaitu:
a. Perizinan terkait usalra, dan;
b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek.

SAITKSI AI}MIITISTRASI
pasal S

(1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana ctirnalsud dalam pasal
1.3y"t (1), avat (21 dan avar {3} dikenakan santsi administrasi

.^ {dak mendapat pelayanan publik tertentu.
{2} sanksi tidak mendapat petayana, publik tertentu sebageimapsclimaksud paga ayat (i) aoaurr -izuft 

v"rrg-'arcluarkan olehpemerintah daerah melalui Dinas penariaman Modal danPelayanan terpadu satu pintu (DpMprsp), vuri, -"Iiputi :a. Perizinan terkait usaha;
b.lzn yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, d"an;c. Izin perusatran penyedia jasa pefeq.a/ buruh.'

BAB TIT
PEIITGAtrIASA1T DAIT PEMERIKSAA1Y

Pasal 6

(1) Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Instansi tekrris terkaitlainnya mer;akukan pembinaan dan pengawasan kepesertaanBPJS Kesehatan pada perusatraan
{2} Pembinaan dan penga*asan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)dilakukan secara periodik setiap tlnun.
(3) Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya merakukanpembinaan dan pengawasan sebagaimana dimak",ia p"a" rrJtttdapat membentuk ['m koordinaii petat *ar."r, program B.JSKesehatan ditingkup pemerintah Kabupaten uarmalera Barat.(4) Tim koordinasi pelaksanaan program BPJS Kesehatan

sebagaimana 
-dimaksud ayat (3) ditetipkan dengan x.p,ri,r*uoBupati Halmahera Barat.

BAB V
IITTEITTUAN PEITUTT'P

pasal f
Hal-hal lain yang berum diatur daram peratuaran bupati ini sepanjangteknis pelnksanaannya akan diatur aanbitetapt"" J.r, Bupati.
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Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berraku pada tanggal diundangkan.
4s* setiap orang .mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
leratural Bupati ini dengan penempatannya dala_m beriL nal frKabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggat : )o OKbber

BARAT,

Pada tanggal : 7o OKbober 2oz1

DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

JI'LIUS

BERITA DAtrRAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR. .79
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala ian Hukum dan Organisasi

Jason Lalomo, SH. LL.M
mbina Tk.I IV/b

Nip. 19730128 }0A604 1 OO9

2025

Jabatan Paraf

Sekretaris Daerah
t, l,t

Ass Bid.Adm Umum ( w/,
Kadis PTMPTSP tr
Kadis Kesehatan L;
Kabag Hukum & Orgs \,L
Diundangkan di : Jailolo
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